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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kebijakan mengenai pengamanan pasir, kerikil, dan batu di lingkungan 

sungai dan pesisir di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 16 Tahun 2003. Tindakan yang telah dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Bantul dalam rangka pengamanan pasir di wilayah pesisir di 

Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 oleh Dinas/Instansi 

terkait.  

2. Penyuluhan dan pembinaan oleh Dinas/Instansi terkait tentang teknik 

penambangan yang benar dan dampak penambangan terhadap kerusakan 

lingkungan. 

3. Pembinaan, pengawasan dan penghentian aktifitas penambangan dilokasi 

membahayakan.  

4. Pemberdayaan masyarakat dengan bantuan modal untuk alih profesi, 

transmigrasi dan untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri. 

5. Stimulan pada para penambang. 

6. Pemasangan patok batas di zona larangan dan papan larangan.  

7. Inventarisasi penambang dan pembinaan kepada masyarakat maupun 

pengusaha. 
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8. Pemantauan rutin bersama Dinas/Instansi terkait dan peringatan pada saat 

pengambilan pasir pantai. 

Pengaruh dari tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Bantul tersebut pada masyarakat dan para penambang pasir adalah sebagai 

berikut: 

1. Timbul kesadaran untuk melestarikan lingkungan. 

2. Masyarakat semakin tahu adanya Peraturan Daerah Nomor 16 

Tahun 2003 dan sadar untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku.  

3. Kegiatan penambangan pasir liar secara bertahap dapat berkurang bahkan 

masyarakat sepakat untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut.  

4. Alih profesi para penambang dari kegiatan menambang pasir ke kegiatan 

bertani, beternak dan perikanan. 

Dalam pelaksanan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 terdapat 

beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu: 

1. Masih kurangnya kesadaran sebagian para penambang tentang kerusakan 

lingkungan. 

2. Dari segi ekonomi rakyat karena desakan kebutuhan hidup, masyarakat 

menggantungkan hidup pada kegiatan penambangan pasir.  

3. Para penambang tidak mempunyai keahlian lain, mereka hanya mempunyai 

keahlian untuk menambang pasir sehingga menambang pasir merupakan mata 

pencaharian bagi mereka. 
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4. Para penambang kesulitan dalam mencari alternatif profesi lain. 

5. Masih adanya pihak pembeli (truk) yang masih aktif mencari pasir. 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 nampaknya tidak 

sepenuhnya berjalan efektif. Hal itu karena setelah adanya Peraturan Daerah 

tersebut para penambang jadi semakin sadar akan adanya bahaya kerusakan 

lingkungan akibat adanya penambangan pasir yang telah mereka lakukan, tahu 

mengenai teknik penambangan yang benar dan peraturan-peraturan terkait dengan 

penambangan. Selain itu juga ternyata mempengaruhi volume pengambilan pasir 

yang semakin berkurang. Pemerintah daerah juga dapat menangkap armada dari 

kegiatan penambangan pasir. Namun, setelah adanya Peraturan Daerah tersebut 

dan adanya penertiban ternyata masih saja terdapat penambangan pasir liar.37  

B. Saran 

1. Perlunya dibentuk Dinas Pertambangan di Kabupaten Bantul terkait adanya 

aktivitas dan potensi pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten 

Bantul. 

2. Ketentuan-ketentuan yang sudah ada dilaksanakan dengan tegas dan 

menindak tegas pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap 

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003.  

 

                                                 
37 Hasil wawancara dengan Sudaryono, Staf Perizinan Dinas Pengairan Kabupaten Bantul, pada 
tanggal 3 Mei 2008. 
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